BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan sebagaiman yang telah
dikemukakan pada bagian selanjutnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini
sebagai berikut:

a. Pengelolaan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Lombok Utara
merupakan tanggung jawab dan wewenang Badan Pendapatab Daerah, dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Bidang perdagangan sebagai unsur
pelaksanaan kordinasi kegiatan Badan Pendaatan Daerah yang
melaksanakan pemungutan retribusi pasar dan pengelolaan pasar
mengunakan sistem official assessment yaitu berdasarkan pada Peraturan
Daerah Nomer 15 tahun 2021 yaitu pemungutan secara langsung dengan
menggunakan sistem pemungutan benda berupa karcis, penentuan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis dan golongan pasar.

b. Pelaksanaan retribusi pasar pada tiga tahun terakhir berjalan dengan cukup
baik maskipun penerimanya tidak mencapai target yang ditetapkan
penyebabnya adalah target yang sudah ditetapkan sulit tercapai karena
jumlah target yang ditetapkan itu sangat besar tanpa memperhatikan
kondisi pasar sebelumya seperti rama atau tidaknya pasa tersebut. Untuk
mengatasi hal tersebut pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya-
upaya dengan melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib

retribusi sehingga didapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan
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pemungutan retribusi pasar melakukan perubahan atas Perturan Daerah
tentang retribusi pasar sehingga sesuai dengan keadaan sekarang ini.

c. Isi kebijakan, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan retribusi pasar tradisional dalam pelaksanaanya sudah baik
karena pelaksanaanya sudah berpengaruh bagi pemerintah dan pedagang.
Manfaat kebijakan retribusi pasar ini sudah bermanfaat bagi pedagang
dengan adanya sarana dan perasarana yang disediakan oleh pemerintah
namun dilihat dari sarana dan prasarana nampaknya sudah memadai
karena fasilitas tempat berdagang berjualan sudah memadai dan sudah
tertera secara teratur. Perubahan yang ingin dicapai dari Badan Pendapatan
Daerah dengan peningkaran kualitas pasar dalam penataan pasar
tradisional yang lebih baik lagi sehingga menjadikan pelayanan pasar yang
terbaikdan diminati oleh masyarakat yang berbelanja.

d. Kendala yang di hadapi oleh pelaksanaan kebijakan adalah masih ada
pedagang yang belum menyadari atau memahami sepenuhnya pentingnya
kewajiban membayar retribusi.

5.2 Saran
Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan
beberapa saran yang dapat dikemukakan agar dapat meningkatkan
implementasi kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang pendapatan asli

Daerah di Kabupaten Lombok Utara:

a. Diharapkan meningkatkan lagi daya respon yang tepat sasaran dari

BAPENDA dalam mengembangkan pelaksanaan kebijakan retribusi
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pelayanan pasar kearah yang lebih baik agar pendaparan daerah pun
menjadi lebih optimal.

. Mengadakan penyuluhan terhadap objek retribusi untuk meningkatkan
kesadaran objek retribusi akan pentingnya retribusi pasar dalam
menunjaang pendapatan suatu daerah.

. Diadakan penyesuaian tarif yang dibebankan pada wajib retribusi sesuai
situasi dan kondisi perekonomian sehingga minatnya jumlah penerimaan
retribusi menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian.

. Pembangunan sarana dan prasarana tempat pedagang berjualan kiranya
data lebih bermanfaat bagi pedagang dengan adanya perbaikan fasilitas

pasar seperti kios dan menata pasar secara teratur.
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